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Perihal - Izin Program Studi Ilmu Ekonomi ( 52)
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Ketus Jurusan Ekonomi Pembangunsan
Di-
e Bandar Lampung

Sehubungan dengan teiah terbitnya Kepmendiknas Nomor 181/D/0/2010 Tentang [zin
Penyelenggaraan Program Studi llmu Ekonomi { S2 ) pada Universitas Lampung di Bandar
Lampung. Maka diharapkan kepada saudara untuk dapat menindaklanjutinya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih
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KEPUTUSAN
MENTER| PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 181 /DIOI2010
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

ILMU EKONOMI (S2! PADA URIVERSITAS LAMPUNG

£re
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DI BANCAR LAMPUNG
DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan
program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung di
Bandar Lampung, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi
imu Ekonomi jenjang program pascasarjana pada Universitas
Lampung di Bandar Lampung,

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksuc pada huruf a
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan MNasmnal leniang
Penyealenggaraan Program Siud: lmu Ekenemi jenjang program
pascasarjana pada Universitas Lampung di Bandar Lampung;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4301}

Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pengeloiaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraluran Presiden Republik Indonasia
a Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisas
Kementerian MNegara,

v Nomor 24 Tahun 2010 fenlang Kedudukan, Tugas, dan Fungs
Ecelon | Kementerian Negara

Kenutusan Presiden Rapublk Inconesa Nomor 84/F Tahun 2009
mengenal Kabine! Indonesia Barsatu il

Kepulusan Presiden Republk [ndonesia Nomor 7M. Tahun 2050
tentang Pengangkatan Cirekiur Jenderal Pend:dikan Tingg!

Kepulusan Menten Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengena
Fedoman Fendinan Pergieruan Tinggi "

Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggl Noma
DB52/02,2/2010 tanggal 23 Maret 2010,

Hasil evaluasi akademik dan acministratil yang dilakukan oieh Direkiora
Jenderal Pendidikan Tingg:



MEMUTUSKAN:

:apk : : “NDIDI ENTANG
Menetapkar . KEPUTUSAN MENTER! PENDIDIKAN  NASIONAL  TEN
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI (S2) PADA
UNIVERSITAS LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG

PERTAMA . Memberikan iiin penyelenggaraan Program Studi limu Ekonioml janjang
program pascasafjana (S2) pade Unwversias Lampung di Bandar

" Lempung.
- KEDUA - Paling lamba! Tahun 2014 Unwersitas Lampung harus memenuhi

persyaraten dosen ietap sesual ketentuan yang dipersyeratkan pada UL
No. 14 Tahun 2005.

KETIGA - ljin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimakapd dalam Diktum
Parlama diberikan unluk jangka wakiu 2 (dua) tahun terhitunp sejak tahun
akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT . Universitas Lampung wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan
program studi selambal-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung Hjﬂk akhir
semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan
menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) uniuk

" dievaluasi.
KELIMA - Apabila Universitas lampung licak menyampaikan laporan  hasil
- penyalenggaraan program studi sebagaimana dimaksud datam Diklum
- Ketiga, dapal mengakibatkan dicabutnya jjin penyelenggaraan.
KEEMNAM . Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib

menandatlangani sural pemystsan yang menyatakan bahwe yang
bersangkutan bertanggung jawab uniuk menyelenggarakan program studt
sesuai dengan xetenhian peraturan perundang-undangan dan bertanggung
jawab terhadap segala akibat sepagai konsekuensi dinyatakannya pregram
studi tidak laysk berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tehun
penyelenggaraan .
KETUJUH - ljin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Didum
Pertarna dan Dixtum Kedua tidak dapat dipakai sebagai dasar. .
1. pemmohonan skraditasi BAN-PT,
2 untuk meminta fasiltas dan sumberdaya kepada Kementerian
Pendidikan Nasional.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai bertaku sejak ditelapkan.

Ciletapkan di Jakarts
pada tanggal 4 |. op cmper 201U
— MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
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DJUKDO SANI1OSO

NI® 19530809 197803 1 003
Salinan sesual dengan aslinya

Direktorat Jandera: Pendidixan Tingg

Kamenterian Pendidikan Maslona!

Kepala lan Tatalaksana dan Kepegawaian
(s

Ani Nurdianl A.
NIP. 18581201 1883503 2 001, -
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